
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4872);

a. bahwa untuk mengoptimalkan prinsip-prinsip akuntansi
dalam mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan sebagai
pedoman dalam penyusunan dan pelaporan keuangan,
maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual perlu
ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok
Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual;

BUPATI LOMBOKUTARA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATI LOMBOKUTARANOMOR 34
TAHUN 2015 TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSIBERBASIS AKRUAL

TENTANG

PERATURANBUPATI LOMBOKUTARA
NOMOR 53 TAHUN 2018

BUPATI LOMBOKUTARA
PROVINSI NUSATENGGARABARAT



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang NegaraJDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
·Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
ten tang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015
Nomor 8);

20·.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010
tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 69);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010

·Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 5 );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6
Tahun 2010 ten tang Retribusi Golongan Perizinan
tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 45);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4,
·Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 46).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 89);



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKUTARATAHUN2018 NOMOR 53

H. SUARDI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLOMBOKUTARA,

IH. NAJMULAKHYAR

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2018

1~BUPATI LOMBOK UTARA, q..

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor
34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39A Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 39A) diubah, sehingga Lampiran
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PasalI

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 34 TAHUN
2015 TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSIBERBASIS AKRUAL.

MEMUTUSKAN:

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 69);



1Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual- Perubahan Kedua

1.2. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikaninformasimengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasikeputusan mengenai
alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

pemerintah daerah yaitu basis akrual.
disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

dalam laporan keuangan
Namun, dalam hal anggaran

digunakanyangakuntansiBasis
1.1.3.BasisAkuntansi

1.1.2.RuangLingkup
Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu
pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPDdan PPKD.Tidak
termasuk perusahaan daerah.

Laporankeuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan termasuk lembaga legislatifsebagaimanaditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan
akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan
minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan
menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwayang lain, mempedomani
standar akuntansi pemerintahan.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
1.1. Pendahuluan
1.1.1.Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum (generalpurpose financial statements)
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode,maupun antar entitas.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 53 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual.
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untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

yang dikelola, dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah daerah;

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran

yang ditetapkan;

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Pelaporan keuangan juga

menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan

b) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

(1) Aset;

(2) Kewajiban;

(3) Ekuitas;

(4) Pendapatan-LRA;

(5) Belanja;

(6) Transfer;

(7) Pembiayaan;

(8) Saldo Anggaran Lebih;

(9) Pendapatan-LO;

(10) Beban; dan

(11) Arus Kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi

tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi

tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama

dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih
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1) Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

5) Lain-lain; dan

6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

1.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1.4. Struktur dan lsi
1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah daerah yang menunjukkan keta'atan terhadap APBD. Laporan

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur

sebagai berikut:

1) Pendapatan -LRA;

2) Belanja;

3) Transfer;

4) Surplus/Defisit-LRA;

5). Pembiayaan; dan

6) Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3) Neraca;

4) Laporan Operasional;

5) Laporan Arus Kas;

6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

1.3. Komponen Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan

terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
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Keuangan antaralain adalah:

1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

LaporanatasCatatandiungkapkan dalamyangHal-hal

1.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi yang langsung menambah/rnengurangi ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatifyang disebabkan oleh perubahan kebijakan

akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terj adi pada periode

sebelumnya;

b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.

1.4.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut

dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah

daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan

jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih

pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah daerah pada tanggallaporan.

1.4.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

2) Beban dari kegiatan operasional;

3) Surplus /defisit dari kegiatan non operasional;

4) Pos luar biasa; dan

5) Surplus/ defisit-LO.

1.4.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan

transitoris.
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1.4.8.2. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

a) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

b) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang

sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi

jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

1.4.8.1. Ruang Lingkup

1) Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang

ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi

menu rut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

2) Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai

entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi,

yang meliputi SKPDdan PPKD.

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi

dan kejadian-kejadian penting lainnya;

4) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka laporan keuangan;

5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

dan

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih, Neraca, .Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4.8. Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan

keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD

dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan

umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan

kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang

dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan

keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang- undangan.
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2.1. 1.1 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan

sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.

;

Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah
Potongan Pajak dan Lainnya
Kas Transitoris
Kas Lainnya

Kas di Bendahara Pendapatan YangBelum Disetor
Penerimaan

Uang Titipan
Kas di Bendahara Sisa Pengisian Kas UPI GUITU
Pengeluaran

Pajak di SKPDyang Belum
Disetor
Uang Titipan

Kas di BLUD KasTunai BLUD
Kas di Bank BLUD
Pajak yang Belum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUDIBLUD
Uang Titipan BLUD

Setara Kas Deposito (kurang dari 3 Deposito (kurang dari 3 bulan)
bulan)

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas

di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi

jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan

jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai,

dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan

kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara

umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab

bendahara umum daerah terdiri dari:

1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan

dan pengeluaran.

2) setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari 3 bulan, yang

dikelola oleh bendahara umum daerah.

2. Kebijakan Akuntansi Akun
2.1 Aset
2.1.1. Kas

c) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun

akun timbal balik (reciprocal accounts).
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2.1.2.2. Pengukuran

2.1.2.2.1. Investasi dalam bentuk surat berharga:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar

biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi,

jasa bank, dan biaya lainnya.

2.1.1.4 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera

diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12

(dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek

dapat beru pa:

1) Deposito;

2) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

2.1.2.1. Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset

lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai/ andal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD

membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka

pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di

kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sum ber yang relevan.

2.1.1.3 Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai

berikut:

1) Rincian kas dan setara kas;

2) Kebijakan manajemen setara kas; dan

3) Informasi lainnya yang dianggap

penting.

2.1.1.2 Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan

Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak

diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut

merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian

dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan

Arus Kas.
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2.1.2.5. Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan

Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal- hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

2) Jenis-jenis investasi;

3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;

4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;

2.1.2.4. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2.1.2.3.2. Metode ekuitas

Investasi jangka pendek yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan

dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi

bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah

setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak

termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai

investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang

timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

2.1.2.3.1. Metode biaya

Investasi jangka pendek yang dinilai menggunakan metode biaya akan

dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar

bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usahe /badan hukum yang terkait.

2.1.2.3. Metode Penilaian Investasi

Penilaian inve sta.si dilakukan dengan tiga metode yaitu:

2.1.2.2.2. Investasi dalam bentuk non surat berharga dicatat sebesar nilai
nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

1) Pengukuran investasi jangka pendek yang diperoleh dari nilai aset yang

disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya

perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya

tidak ada.

2), Pengukuran investasi jangka pendek yang harga perolehannya

dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada

tanggal transaksi.

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar

nilai wajar atau harga pasarnya.
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atas:
(a)Piutang Dana BagiHasil;
(b)Piutang Dana AlokasiUmum;
(c)Piutang Dana AlokasiKhusus;
(d)Piutang Dana OtonomiKhusus;
(e)Piutang Transfer Lainnya;
(f) PiutangBagiHasilDariProvinsi;
(g)Piutang Transfer Antar Daerah;
(h)Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti KerugianDaerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah,

terdiri atas:

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari

seseorang dan Iatau korporasi danIatau entitas lain. Nilai penyisihan piutang
tak tertagih tidak bersifat akumulatif' tetapi diterapkan setiap akhir periode
anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Klasifikasi Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan
timbulnya piutang dibagiatas:
1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwapungutan, terdiri atas:
(a)Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
(b)Piutang Pajak Daerah Pemerintah Daerah;
(c)Piutang Retribusi;
(d)Piutang Pendapatan AsliDaerah Lainnya.

, 2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwaperikatan, terdiri atas:
(a)Pemberian Pinjaman;
(b)Penjualan;
(c)Kemitraan;
(d)Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri

2.1.3. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari

entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah. Piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat

ini.

5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

6) Perubahan pos investasi.
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apabila memenu hi kriteria:

a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak

dan kewajiban secara jelas;

b) jumlah piutang dapat diukur;

c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung

berdasarkan realisasi penenmaan pajak dan penerimaan hasil sumber

daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitifjumlah

yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya

sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,diakuifasilitasjjasa,

2.l.3.l. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaimy hak untuk menagih uang atau

manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1) diterbitkan surat ketetapan Zdokurnenyang sah; atau

2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

Piutang Dana ; Piutang Dana Bergulir
Bergulir I

i Uang Muka

Piutang Lainnya I Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
I Bagian Lancar Tagihan-=P::-:i-n-:-ja-m-a-n-J-=-a-n-g-:k:-a--=P:-a-n"7ja-n-g-:-k-e-p-a-:d:-a--1

! Entitas Lainnya

I Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

! Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Lain-lain PADyang Sah
: Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

I Piutang Retribusi

Piutang Pajak DaerahPiutang

Pendapatan

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

(a)Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

(b)Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Bendahara.
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suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan

Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum

dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut

dicatat sebagai piutang DBHoleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)diakui apabila akhir tahun anggaran

masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara

total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi

pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat

sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen

yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)diakui pada saat Pemerintah Daerah

telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah

Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum

melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah

adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih

diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada

Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila

sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan

seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak

tagih atau piu tang bagi daerah penerima;

(2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya

oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak

dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum

dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten Zkota pada

umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal

tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila

alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala

Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir

tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak

untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transferantar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar

daerah atau peraturan Zketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar

daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi

pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima
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yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan

Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai

dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat

diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangku tan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran

ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer,

maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah

diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai

kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika

tidak /belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan

kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus

didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang

dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat

keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila

penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,

pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Dana bergulir kelola sendiri / langsung adalah mekanisme penyaluran dana

bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi,

menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana

bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.

Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran

dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan

bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya),

yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima

dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta

menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran

dana bergulir mela1ui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan

bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya),

yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

Nilai realisasi bersih (net realizable value) dana bergulir adalah jumlah

bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.
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50%
100 %

Piutang RetribusiTabe12. Kebijakan Persentase Penyisihan
Berdasarkan Karakteristik ......." ion .....

Diragukan
Macet

> 2 - 5 Tahun
> 5 Tahun

3.
4.

Piutang PajakPenyisihanTabel 1. Kebijakan Persentase
Berdasarkan Karakteristik

2.1.3.2. Pengukuran

Pengukuran piutang adalah sebagai berikut:

1)' disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan tern tang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP)yang mengajukan banding; atau

3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value) dari pokok tanpa denda ataupun sanksi.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal

piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk

menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas

piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempoZumur piutang dan

perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah

kualitas piutang. Kualitas piutang masing-masing ditentukan dari umur

piutang.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun

ditentukan sebagai berikut:
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Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah

berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan

dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan Zatau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; danj'atau

(c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau

(d)Wajib pajak kooperatif; dan/ atau

(e) Wajib pajak likuid; dan/ atau

(f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatarr/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum

melakukan pelunasan; dan /utau
(c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan Zatau

(d)Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau

(e) Wajib pajak mengajukan keberatarr/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;

dan Zatau
(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan

pelunasan; dan/ atau

(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/ atau

(d)Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;

danj'atau

(e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/ atau

50%
100%

Lancar
Kurang Lancar
Diragukan
Macet

> 3 - 5 Tahun
> 5 Tahun

2.
3.
4.

Tabe13. Piutang DanaKebijakan Persentase Penyisihan
1o-<~1,"m" Berdasarkan Karakteristik ......·L....... ,........... s;.,
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Ilustrasi penyisihan piutang Pajak
a. Penyisihan Piutang Pajak

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan

pelunasan; dan Iatau
(c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;

danjatau

(d) Wajib pajak bangkrutjmeninggal dunia; danjatau

(e) Wajib pajak mengalami musibah (forcemajeure).
b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment)

dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; danj atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; danj atau

(c) Wajib pajak kooperatif; danj atau

(d)Wajib pajak likuid; dan/ atau

(e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatanjbanding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; danj atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum

melakukan pelunasan; danjatau

(c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; danjatau

(d)Wajib pajak mengajukan keberatanjbanding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;

danjatau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan

pelunasan; danj atau

(c) Wajib pajak tidak kooperatif; darr/ atau

(d)Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; danj atau

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan

pelunasan; dan j atau
(c) Wajib pajak diketahui keberadaannya; danj atau

(d)Wajib pajak bangkrutjmeninggal dunia; dan Zatau

(e) Wajib pajak mengalami musibah (forcemajeure).
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2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar

(1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

(1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;

dan Zatau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)

bulan; dan atau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

(1) Umur piutang lebih dari12 (dua belas) bulan; dan Zatau

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah

Persentase Penyisihan
Uraian Kualitas Jumlah Penyisihan Piutang Tidak

I (Rp) Piutang Tertagih
, .. Tidak Teriagi.h _' (Rp)

Piutang Pajak Lancer 12.000.000 0% 0

Piutang Pajak Kurang Lancar 5.000.000 10% 500.000

Piutang Pajak Diragukan 2.000.000 50% 1.000.000

Piutang Pajak Macet 1.000.000 100% 1.000.000

Jumlah 20.000.000

JUMLAH 2.500.000,00

Pada 31 Desember 2018, terdapat pendapatan pajak yang belum

dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

sejumlah Rp20.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp 12.000.000 memiliki umur kurang dari 1

tahun;

2) Piutang sejumlah Rp 5.000.000 memiliki umur lebih dari 1 tahun

s.d. 2 tahun;

3) Piutang sejumlah Rp 2.000.000 memiliki umur lebih dari 2 tahun

s.d. 5 tahun;

4) Piutang sejumlah Rp 1.000.000 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:
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3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak, retribusi dan dana

bergulir.

a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet

Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah

,
,,', Persentase

'. Penyisihan Penyisihan
Uraian Kualitas ., Jumlah Piutang Tidak

.: Piutang Tertagih
, Tidak Tertagih

Piutang Retribusi Lancar 250.000.000 0% 0

Piutang Retribusi Kurang Lancar 120.000.000 10% 12.000.000

Piutang Retribusi Diragukan 80.000.000 50% 40.000.000

Piutang Retribusi Macet 30.000.000 100% 30.000.000

Jumlah 480.000.000

JUMLAH 82.000.000

Ilustrasi penyisihan piutang retribusi
Pada 31 Desember 2018, terdapat pendapatan retribusi yang

belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan

Retribusi (SKR) sejumlah Rp 480.000.000 dengan rincian

sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp 250.000.000 memiliki mas a pelunasan

belum jatuh tempo (kualitas lancar);

2) Piutang sejumlah Rp 120.000.000 belum dilunasi terhitung 1

(satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan

(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp 80.000.000 belum dilunasi terhitung 1

(satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan

(kualitas diragukan);

4) Piutang sejumlah Rp 30.000.000 belum dilunasi terhitung 1

(satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan

(kualitas macet).

Perhitungan Penyisihan Piutang:

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan

piu tang negara.
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1) kualitas lancar;

2) kualitas kurang lancar;

3) kualitas diragukan; dan

4) kualitas macet.

c. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir kurang dari 1 (satu) tahun; dan Zatau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau

(3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; darr/ atau

(4) Penerima dana kooperatif.

b)Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3

tahun; danj' atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan

pelunasan; dan/ atau

(3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

dan Iatau
(4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5

(lima) tahun; dan Zatau

dengana. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan

mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

1) jatuh tempo dana bergulir; dan Zatau

2) upaya penagihan.

b. Menetapkan kualitas dana bergulirdalam 4 (empat) golongan, yaitu:

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana

bergulir pada tanggallaporan keuangan dengan langkah-langkah:

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang

negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan

pengelolaan piutang di daerah.

4) Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah

wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan

mengambillangkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana

bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
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(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

danj'atau

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

dan Zatau
(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun darr/ atau

(2) Penerima dana dalamjangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan

pelunasan; dan Zatau
(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan Zatau
(4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkru t dan Iatau

meninggal dunia; dan Iatau
(5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

2) Dana bergulir dengan executing agency;

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Lembaga keuangan bank (LKB),lembaga keuangan bukan

bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga

keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir

sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah;

dan Zatau
(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga

Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan Zatau
(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga

Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan Iatau
(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya

bangkrut; dan Iatau
(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya

mengalami musibah (force majeure).

3) Dana bergulir dengan chanelling agency

a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir kurang dari 1 (satu) tahun; darr/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengankriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan

3 (tiga) tahun; dan / atau
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·'.',U:;>!i/,,,Ul'f" .··1".1,·. \:,i';j'.: ..• ,.............,. ""r\o'ri.o'. ';"i
l\~d" " " '.'r'ind~¥J/"."".' "'::'T I' dl~n,~t No& Tgl ! , Nilai Jawh .: Ket.

~~ ,";~ Tempo, ' Pena:~Ef9:
;", " 1:'',.,>, ", .... ",' Pe_Ijanjian' .. '..,. ,',.
1 Tuan Tanjung No:123/aaa 100.000 Januari Tagihan Ke-3 Belum

Syariful /11 Jan 2009 bayar
2006

2 NonaJifvy Bayan No:312/bbb 200.000 Pebruari Tagihan 2, ada Belum
/12 Feb 2010 surat bayar
2006 ketidaksanggup

an debitur
3 Tuan Rempek No:213/CCC 300.000 Maret Penundaan

Sahmuddin f1 Mar 2011 2011 pembayaran
dan belum
jatuh tempo

4 Tuan Bayan No:112/ddd 400.000 Apri12013 Tagihan 1
Arifuddin /

31 mar 2013
5 NyonyaIra Tanjung No:112/eee/ 500.000 Mei2014 Tagihan 2, ada

31 jan 2010 surat
ketidaksanggup
an debitur

6 Tuan Sesaot No:212/fff/ 600.000 Juni2015
Haryanto 20 april

2015
7 Tuan Seselos No:221/ggg/ 700.000 Juli 2013 Tagihan 2, ada Belum

Ritonga ~1 jul2009 surat bayar

Pada 31 Desember 2018, terdapat data dana bergulir dengan rincian

sebagai berikut:

Ilustrasi penyisihan dana bergulir

Berikut diberikan ilustrasi perhitungan penyisihan dana bergulir dengan

pendekatan upaya penagihan.

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum

melakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan

5 (lima) tahun; dan Zatau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalamjangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum

melakukan pelunasan.

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; darr/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum

melakukan pelunasan; dan Zatau

(3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;

dan Zatau
(4) Penerima dana bergulir bangkrut/rneninggal dunia;

dan /utau
(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan

pengelolaan dana bergulir di daerah.
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2.1.3.3. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak

pembukuan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan

menghapus piutang daerah dari pembukuaan Daerah tanpa

menghapus hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

920.000JUMLAH

3.600.000Jumlah

100.000100%

700.00050%1.400.000DanaBer

120.00010%

100.000DanaBer

1.200.000

LancarDana Ber lir

Penyisihan
Dana Bergulir
Tidak Tertagih

R

000%900.000

DanaBer

Jumlah
(Rp)

Berdasarkan data di atas, maka dibuat perhitungan penyisihan dana

bergulir:

No:, I:::;,;t~ ~Ri:..~]\ Dana Tindakar» .. Kualitas Dana Alasan,'bergulir ' penagiha.n bergulir ;

1 Tuan Syariful 100.000 Telah Diusulkan Macet Telah dilakukan
penghapusan penagihan ke- 1,2, dan

3 dan telah diusulkan
untuk dihapuskan

2 NonaJifvy 200.000 Tagihan 2, belum Diragukan ifelah dilakukan
diusulkan penagihan ke- 1,2 dan
penghapusan ~da surat ketidak

sanggupan membayar
3 Tuan Sahmuddin 300.000 Penundaan Lancar Telah diterbitkan

pembayaran dan pesetujuan untuk
belumjatuh ~ilakukan penundaan
tempo pembayaran dan belum

.atuh tempo.
4 Tuan Arifuddin 400.000 Tagihan 1 Kurang Lancar iI'elah dilakukan

penagihan 1 dan belum
membavar

5 NyonyaIra 500.000 Tagihan 2 dan Diragukan iI'elah dilakukan
sedang penagihan ke- 1 dan 2,
mengajukan ~an ada surat ketidak
penghapusan sanggupan membayar

6 Tuan Harvanto 600.000 Lancar
7 Tuan Ritonga 700.000 Tagihan 2 Diragukan rrelah dilakukan

penagihan ke- 1 dan 2,
~an ada surat ketidak
tsanggupanmembavar

8 NyonyaNunuy 800.000 Tagihan 1 Kurang lancar iI'elah dilakukan
tpenagihan 1 dan belum
membayar

Berdasarkan data di atas dilakukan penilaian kualitas dana bergulir

sebagai berikut:

,No ,.,._ :'.::.::;-'~}. -> - Nama'Penerima"DanaBerglilir ,.'.'•..,,',""'.' , .s:
'" I. .Tindakan Ket.

ketidaksanggup
an debitur

8 Nyonya Nipah lNo:332/hhh 800.000 Agustu s Tagihan 1 Belum
Nunuy / 2014 bayar

~1 jan 2014
Jumlah 3.600.000
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2) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan

sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan.' atau

3) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat

Tagihan Ketiga; dan Iatau
4) Debitor mengalami musibah (forcemajeure); darr/utau
5) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan

dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat

ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang

berwenang;dan/atau

6) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan

surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan

bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta

kekayaan lagi; dan Zatau

7) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

dan Zatau
8) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karen a:

(1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas I tidak lengkap

berdasarkan surat keterangarr/pemyataan dari pejabat yang

berwenang;dan/atau

(2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat

keterangan Ipernyataan dari pejabat yang berwenang; dan Iatau
9) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang

tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan

sebagainya berdasarkan surat keterangarr/pernyataan Gubernur I
Bupati/Walikota; dan Iatau Objek piutang hilang dan dibuktikan

dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

b) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan

hak tagih daerah dengan ketentuan:

1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang

berutang /debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari

keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak

mampu membayar;

2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas

menghadapi tugas mas a depan;

3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan

situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok

kredit baru, reschedulling dan penurunantarif bunga kredit;
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menyelesaikannya

2) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai

nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

d) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang yang

menyangku t piutang daerah ditetapkan oleh :

1) Bupati untukjumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,-

e) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,-

f) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak

diusulkan oleh Pejabat Pengelola keuangan Daerah kepada Bupati.

g) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan

dilaksanakan dengan ketentuan :

1) Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah

piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya

rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atau ;

2) Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah

ditetapkan dengan PSBDT.

h) Penghapusan secara mutlak atas Piutang NegarajDaerah dari

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1) Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan

penghapusan secara bersyarat piutang.

2) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dari

keterangan dari aparat, pejabat yang berwenang.

i) Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ada kemungkinan

diterima pembayarannya, karen a timbul kesadaran dan tanggung jawab

yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus

bukukan, temyata dikemudian hari diterima pembayaranj

kemampuan untukmempunyai

5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau

tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi

sahamjekuitasjpenyertaan, dijual, jaminan dilelang;

6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum

kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia,

industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan

benchmarking kebijakanjperaturan write off di negara lain;

7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,

apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

c) PSDBT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal

masih terdapat sisa utang namun:

1) Penanggung utang tidak
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tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan

sebagainya berdasarkan surat keterangan Zpernyataan Gubernur I
Bupati/Walikota; dan/ atau

Indonesia berdasarkan surat

dari pejabat yang berwenang;keterangan Ipernyataan
darr/atau

8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang

penerimaan pendapatan.

j) Penghapusan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat

dana bergulir; dan

2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana

bergulir.

b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana

bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan

pertimbangan antara lain:

1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang

ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;

dan Zatau
2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal

Surat Tagihan Ketiga; dan Iatau
3) Debitor mengalami musibah (force majeure); darr/ atau
4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta

warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak

diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari

pejabat yang berwenang; dan I atau
5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan

dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang

menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak

mempunyai harta kekayaan lagi; darr/ atau
6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

dan Zatau
7) Debitor yangtidak diketahui keberadaanya lagi karena:

a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas /tidak lengkap

berdasarkan surat keterangan Zpernyataan dari pejabat yang

berwenang;dan/atau

b) Telah meninggalkan

tersebut dicatat sebagai penerimaan

bersangkutan dengan lawan perkiraan

pelunasan maka penerima

kas pada periode yang
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9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen

keterangan dari pihak kepolisian.

c. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan

bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan

peraturan perundang- undangan.

d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau

penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara

mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir

tidak tertagih.

e. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana

bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu

terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih

dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan.

f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana
bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang

berutang/debitor kepada daerah, untuk menolongpihak berutang
dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)yang tidak mampu
membayar.

2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat
citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril
lebih luas menghadapitugas masa depan.

3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih,
menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi
pihak tertagih.

4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang,
misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi
menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif
bunga kredit.

5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal
atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi
menjadi saham/ekuitas /penyertaan, dijual,jaminan dilelang,

6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia,
industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarking kebijakarr/ peraturan write off di negara
lain.
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4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan

ganti rugiy tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang

yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan

tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak

menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah

dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan.

menurut umur untuk mengetahui2. rincian jeriis-jenis, saldo

tingkat kolektibilitasnya;

3. penjelasan atas penyelesaian piutang;

7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin

dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali

cacat hukum.

g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak

dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana

bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak

melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

2.1.3.4. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Perlakuan akuntansi

penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan

cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan

dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana

bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan

penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.

2.1.3.5. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan

dan pengukuran piutang;
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2.1.4.2.Pengukuran
Persediaandisajikansebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehanpersediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan
lainnyayang serupa mengurangibiayaperolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri.Hargapokokproduksi persediaanmeliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung

Dalampendekatan beban, setiap pembelianpersediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan bebandigunakan untuk
persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang
segera/tidak dimaksudkanuntuk sepanjangsatu periode.
Contohkasus: persediaanuntuk suatu kegiatan.
3) SelisihPersediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan
menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan
menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan
dapat disebabkan karena persediaanhilang,usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkansebagai suatu jumlah yang
normal, maka selisih persediaan ini diperlakukansebagaibeban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal,maka selisihpersediaan ini diperlakukansebagaikerugiandaerah.

2.1.4.1. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya

darr/atau kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu

pendekatan asset dan pendekatanbeban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika

persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan

untuk persediaan -persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama

satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contoh kasus: persediaan obat di rumah sakit, persediaandi sekretariat
SKPD.

2.1.4. Persediaan
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2.1.5. Investasi Jangka Panjang
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

2.1.4.5. Pengungkapan
LaporanKeuanganPemerintahDaerah mengungkapkan:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang
yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2.1.4.4. Penyajian
Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

2.1.4.3. SistemPencatatan Persediaan
Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan
membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode
perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan
keluar, sehingganilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit
diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).Dengan metode ini,
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga
tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan stock opnamepada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga
pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga
barang yang digunakan / dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan
akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi.

Harga/riilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai
denganmenggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama
Keluar Pertama/Metode Rata-rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian
Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan
bermacam-macamjenis.
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2.1.5. 1. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat penge1uaran kas atau aset

1ainnyayang dapat rnernenuhi kriteria sebagai berikut:

1) rnernungkinkan pernerintah daerah rnernpero1eh rnanfaat ekonornik

dan rnanfaat sosial atau jasa potensia1 di rnasa depan; atau

2) nilai pero1ehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai zandal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, rnaka fungsi akuntansi PPKD

Penyertaan Modal Kepada Badan
Usaha Milik Swasta

BUMDrtaan Modal Ke
BUMNrtaan Modal KeInvestasi Jangka Panjang

Permanen

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi dalam Obligasi

i Investasi kepada Badan Usaha Milik
Swasta

Investasi kepada Badan Usaha Milik
i Daerah
I

Investasi kepada Badan Usaha Milik
I Negara

Investasi Jangka Panjang Non
Perman en

Investasi Permanen

rnanfaat ekonornik seperti bunga, dividen dan roya1ti, atau rnanfaat sosia1,

sehingga dapat rneningkatkan kernampuan pernerintah daerah dalam rangka

pe1ayanan kepada rnasyarakat. Investasi rnerupakan instrurnen yang

dapat digunakan oleh pernerintah daerah untuk rnernanfaatkan surplus

anggaran untuk rnernpero1eh pendapatan da1am jangka panjang dan

rnernanfaatkan dana yang be1urn digunakan untuk investasi jangka pendek

dalam rangka rnanajernen kas.

Investasi jangka panjang rnerupakan investasi yang pencairannya

rnerni1ikijangka waktu 1ebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi

rnenurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonperrnanen

Investasi jangka panjang nonperrnanen rnerupakan investasi jangka

panjang yang dirnaksudkan untuk dirniliki secara tidak berkelanjutan

atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kernbali.

2) Investasi Jangka Panjang Perrnanen

Investasi jangka panjang perrnanen rnerupakan investasi jangka

panjang yang dirnaksudkan untuk dimiliki secara berke1anjutan atau

tidak untuk diperjualbe1ikan atau ditarik kernbali.

Dalam Bagan Akun Standar dik1asifikasikan sebagai berikut:
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2.1.5.3. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi jangka panj ang dilakukan dengan tiga

metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan

atas investasi jangka panjang tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usahaj'badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui

sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

2) Metode ekuitas

2.1.5.2. Pengukuran

1) Pengukuran investasijangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi

harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul

dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi nonpermanen:

(1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,

dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan

perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan.

(3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah

daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan

termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya

lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai

proyek terse bu t diserahkan ke pihak ketiga.

2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan

sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan,

atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing

harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs

tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka

pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang, jurnal tersebut

mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit

(jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang diakui terjadinya

pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan

penyertaan modalyinvestasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL

di kredit.
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penerapannya;

6) Perubahan pos investasi.

2.1.6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,

dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.

alasandanwajarnilaidengandinilaiyang

2.1.5.5. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai beriku t:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun

investasi j angka panj ang;

4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;

5) Investasi

2.1.5.4. Penyajian Di Laporan Keuangan

Investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari

Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi

Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar

biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi

pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen

dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai

investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian

laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah

daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk

mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset

tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan

dilepas / dijual dalam jangka waktu dekat . Pemilihan metode penilaian

investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali

kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;

b) Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan

c) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih

yang direalisasikan.
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2.1.6.7. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap

2.1.6.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan Zatau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.6.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam

kondisi siap dipakai.

2.1.6.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap

lainnya yang proses perolehannya dan Iatau pembangunannya

membu tuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada

saat akhir tahun anggaran. Perolehan asset dapat dilakukan dengan

membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan

kontrak konstruksi.

2.1.6.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.6.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.6.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam

kondisi siap pakai,

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalain aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah

sebagai berikut:
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perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang

bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,

dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut

dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

tujuan

Pengerjaan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan

digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan

dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang

bersangkutanjika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan

sebagai Konstruksi Dalamaset berwujud diakuiSuatu

sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses

jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,

maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi

pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik

sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai

berikut:

1) berwujud;

2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk

dipelihara; dan

7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap yang telah ditetapkan.



34 ~Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual- Perubahan Kedua

Biaya pero1ehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai waj ar masing-masing aset yang

bersangkutan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi:

TJ . AkB dP I ha e omponen iaya ero e an er asar an ems set etap
Jenis Aset Tetap ,}'" KomponenBiayaPerolehan

Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dU.

Peralatan dan Mesin pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh
dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.

Gedungdan harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk

Bangunan biaya pengurusan IMB,notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, dan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-
Instalasi biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,

jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

AsetTetap Lainnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperolehaset tersebut sampai siap pakai.

T b 12 K

2.1.6.8.1. Biaya Perolehan

Aset tetap dini1ai dengan biaya perolehan. Apabila peni1aian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka ni1ai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk mempero1eh suatu aset

pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya pero1ehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel

berikut:

2.1.6.8. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keper1uan operasional

pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di

pos aset 1ainnya sesuai dengan ni1ai tercatatnya.
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1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;

2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan

3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan

Aset Tetap terse but

Pengukuran Konstruksi DalamPengerjaan

Konstruksi Dalarn Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai
konstruksi yangdikerjakansecaraswakelolameliputi:
1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatankonstruksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan dan dapat dialokasikan kekonstruksi

tersebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi

yangbersangkutan.
Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan

konstruksi antara lainmeliputi:
a. biayapekerja lapangan termasuk penyelia;

b. biayabahan yang digunakandalarnkonstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi

pelaksanaan konstruksi;
d. biayapenyewaansarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung

berhubungan dengankonstruksi.
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada

umumnya dan dapat dialokasikanke konstruksi tertentu meliputi:
1) asuransi;

2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengankonstruksi tertentu;

3) biaya-biaya lain yang dapat di identifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan menggunakan metode yang
sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya
yang mempunyai karakteristik yang sarna. Metode alokasi biaya yang
digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya
langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

a) term in yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan

tingkat penyelesaian pekerjaan;

b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan

pekerjaan yang telah diterima tetapi belum di bayar pada tanggal pelaporan;
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c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktorlainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara

bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam

kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai

penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pmjarnan maka biaya pinjaman

yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan

ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul

sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi

jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada

periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapajenis aset

yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode

yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan

metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama mas a pemberhentian sementara

pernbangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi

karen a beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur

tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.

Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari

pemberi kerja· atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama

pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian

sementara karena kondisi forcemajeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi

tetapi di catat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis

pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih

dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang

masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis- jenis pekerjaan tersebut

diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang

dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau
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2.1.6.8.5. PertukaranAset
Suatu aset tetap dapat diperolehmelalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos
semacamitu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehyaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/ diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperolehmelalui pertukaran atas suatuaset
yang serupa yang memilikimanfaat yang serupa dan memilikinilai wajar
yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang
baru diperolehdicatat sebesar nilai tercatat (carryingamount) atas aset yang
dilepas.

2.1.6.8.4. PerolehanSecaraGabungan
Biaya perolehan dari masing-masingaset tetap yang diperolehsecara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

2.1.6.8.3. KonstruksiDalamPengerjaan
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau

melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaansampai denganaset tersebut selesaidan siap dipakai.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

2.1.6.8.2. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisiyang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa

aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan
pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali
biaya tersebut perlu untuk membawaaset ke kondisikerjanya.

jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagianpekerjaanyang telah diselesaikan

tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.
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2.e 1.6.8.8. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a)bertambah ekonomis/efisien, darr/atau
(b)bertambah umur ekonomis, darr/atau

(c)bertambah volume, dan/ atau

(d)bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus

sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap

dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Besaran nilai minimum kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap

adalah Rp10.000.000,00.

2.1.6.8.6. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harusdicatat

sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi

diakui sebagai pendapatan operasional.

2.1.6.8.7. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memper

panjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat

ekonomi di mas a yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu

produksi, atau peningkatan stan dar kinerja, harus ditambahkan pada nilai

tercatat aset yang bersangku tan.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah

biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah

suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan

minimum. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum

kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan

sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan

baru. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap untuk barang pabrikan

atau barangjadi adalah Rp500.000,00 per satuan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap

pengeluaran untuk tanah, gedung dan bangunan, jalanyirigasi/jaringan,

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.



39KebijakanAkuntansi BerbasisAkrual- Perubahan Kedua

Tabel 5. Masa Manfa'at Aset Tetap

2.1.6.8.9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusu tan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban

penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tan aman , dan buku perpustakaan

tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat

digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan

estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut:
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50

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50
1 3 4 05 Bangunan AirRawa 25

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10

1 3 4 30

1 3 4 Baku 40
1 3 4 40

1 3 4 40
1 3 4 AirBersih 30

1 3 4 30
1 3 10

1 3 10
1 3 40

40

30
20

50

50
50
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berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasiyang ada pada periodeberjalan.

2.1.6.10. Penghentiandan Pelepasan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila

aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomimasa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas
LaporanKeuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah

tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yangpengeluaran

2.1.6.9.AsetBersejarah
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya

jumlah unit koleksiyang dimilikiatau jumlah unit monumen, dalam Catatan
atas LaporanKeuangandengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya

Keteranganformulaadalah sebagaiberikut:
i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap

suatu periodeyangdihitungpada akhir tahun;
ii. Nilaiyang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember2014

untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
Untuk AsetTetap yang diperolehsetelah 31 Desember2014 menggunakan
nilai perolehan;dan

iii.Masamanfaat adalah periodesuatu AsetTetapyang diharapkan digunakan
untuk aktivitas pemerintahan danZatau pelayanan publik atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitaspemerintahan dan/ atau pelayananpublik.

Masa manfaat
Penyusutan per periode =

Nilai yang dapat disusutkan

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah

sebagai berikut:"
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2.1.6.11. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Konstruksi Dalam

Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

2.1.6.12. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing

jenis aset tetap sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount);

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Penambahan;
b)Pelepasan;
c)Akumulasipenyusutan dan perubahan nilai,jika ada;
d)Mutasi aset tetap lainnya.

3) Informasipenyusutan, meliputi:
a)Nilaipenyusutan;
b)Metodepenyusutan yang digunakan;
c)Masamanfaat atau tarifpenyusutan yang digunakan;
d) Nilai tercatat brute dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode;

4) Laporankeuanganjuga harus mengungkapkan:
a) Eksistensi dan batasan hak milikatas aset tetap;

b)Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi

dan lokasi aset dimaksud.

6) Mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan
pada akhir periodeakuntansi:
a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat

penyelesaiandan jangkawaktu penyelesaiannya;
b) Nilaikontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c) Jumlah biayayang telah dikeluarkan dan yangmasih harus dibayar;
d)Uangmuka kerja yang diberikan;
e) Retensi.

2.1.7. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi

jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
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diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada

pegawaijbupati. Tagihan penjualan angsuran antara lain adalah

penjualan kendaraan perorangan dinas kepada bupati dan penjualan rumah

golongan III.

2) TagihanTuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat

dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negaraj daerah oleh

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit

yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

penjualantagihan

2.1.7.2. Pengakuan

2.1.7.2.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas

angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKDmeliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;

b. KemitraandenganPihakketiga;dan

c.Aset lain -lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPDmeliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

Aset Lain-Lain

i Paten
Hak
Lisensi dan Frenchise

udAset Tidak Be

Aset Tidak
Aset Lain-lain

PihakKemitraan de

2. 1.7.1.Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai

berikut:
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2.1.7.4. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non -moneter yang tidak

mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki

d) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah

daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor

tersebut mendirikan bangunan danj'atau sarana lain berikut fasilitasnya

kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada

pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset

tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaarr/pembangunan gedung dan Zatau

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk

digunakarr/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor

kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah

untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/Investor. Pembayaran

oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

2.1.7.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat

terjadi perjanjian kerjasamaj'kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik

Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama Zkemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset

tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/Investor, dengan

cara pihak ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan Zatau sarana

lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu

tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah

daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebu t.

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
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2.1.7.4.6. Hasil kajianjpenelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang

Hasil kajianjpengembangan yang memberikan manfaat jangka

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan

manfaat ekonomis dan j atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat

diidentifikasi sebagai aset.

2.1.7.4.5. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak

cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak

Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan

syarat terten tu.

2. 1.7.4.4. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud

adalah software yang bukan meru pakan bagian tak terpisahkan dari

hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan

di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATBmemiliki karakteristik

berupa adanya hak istimewaj eksklusif atas software berkenaan.

2.1.7.4.3. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akanjdapat diterima atas kepemilikan

hak ciptajhak patenjhak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

2.1.7.4.2. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.Selain itu dengan adanya hak ini
dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang
tidak berhak untuk memanfaatkannya.

2.1.7.4.1. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah

daerah akibat adanya pembelian kepentinganjsaham di atas nilai buku.

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan

pengakuan dari suatu transaksi peralihanjpenjualan kepentinganjsaham

dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan

entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan

serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak

berwujud terdiri atas:
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Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak /berita acara

2.1.7.5.1. Pengukuran

2.1.7.5.1.1. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak /berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K

dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab

Mutlak (SKTJM).

2.1.7.5.1.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

2.1.7.4.7. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak

berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud

yang ada.

2.1.7.4.8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Apabila pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara

internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran

atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal

terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka

pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui

sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in

progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi

menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanyajika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang

diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATE

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati

oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

2.1.7.5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain- lain. Hal ini dapat

disebabkan karen a rusak berat, usang, dan Zatau aset tetap yang tidak

digunakan karen a sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses

penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain

diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan

direklasifikasikan ke dalam aset lain -lain.
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Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal

adalah:

a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi

syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya

dari:

1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah

dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat

bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung adalah:

(a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut

dapat digunakan;

(b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut

dapat digunakan;

(c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi

secara baik.

penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat

pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian , dipilih yang

paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - B01)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh

pemerintah daerah kepada pihak ketiga/jnvestor untuk membangun aset

BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun

yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah

ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/Investor untuk membangun aset tersebut.

2.1.7.5.1.3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga

yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu

aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat

ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat

pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah

daerah.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri
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2.1.7.7. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuan gan,

sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) besaran dan rincian aset lainnya;

2) kebijakan amortisasi atas AsetTidakBerwujud;

3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,KSP,BOTdan

ETa);

4) informasi lainnya yang penting.

2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa mas a lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat

melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasijrealokasi

pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai

konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2.1.7.6. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

2.1.7.5.1.4. Aset Lain-lain

Merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain

menu rut nilai tercatatjnilai bukunya.

yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b) Pengeluaran atas un sur tidak berwujud yang awalnya telah diakui

oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga

perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah

pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak

berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan

sebesar nilai wajar.

Amortisasi
Amortisasi terhadap aset tak berwujud, kecuali atas aset tak berwujud

yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan

terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis

dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dikukan dengan

metode garis lurus.
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Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajibanjangka pendek di PPKDterdiri atas:

a) Utang Bunga;

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Dalam NegeriKewajiban Jangka
Panjang

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Belanja

Pendapatan Diterima Dimuka

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

UtangBungaPendek

2.2.1. Klasifikasi kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

2.2.1.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada

pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga,

utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang.

2.2.1.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar

dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu,

kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan

sebagai kewajibanjangka panjangjika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban

tersebut atas.dasar jangka panjang;

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian

pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali

terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan

disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:
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2.2.3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila

2.2.2.4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)

Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk

merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan

pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi

pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi

kerusakan akibat bencana alam di mas a depan.

2.2.2.3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government- related
events)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban

diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber

daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan

lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi

yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

2.2.2.2. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah

daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak

lain di mas a depan secara cuma -cuma, misal hibah atau transfer pendapatan

yang telah dianggarkan.

2.2.2.1. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah

daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang

atau sumberdaya lain di mas a depan, misal utang atas belanja ATK.

2.2.2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya

ekonomi di masadepan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

c) Utang Jangka Panjang Lainnya.

c) Utang Beban; dan

d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPDterdiri atas:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

b) Pendapatan Diterima Dimuka;

c) Utang Beban; dan

d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKDterdiri atas:

a) Utang Dalam Negeri;

b) Utang Luar Negeri; dan
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Contoh Kasus 1: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun.

Contoh Kasus 2: penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang
atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

2.2.3.6.Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik

masing-masing pos tersebut.

2.2.3.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh

tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2.2.3.4.Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutarr/potongan yang belum

disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

2.2.3.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum

dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari

kewajiban yang berkaitan.

2.2.3.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk

melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan

perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2.2.3.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima

hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui

kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang

atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau

peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan

pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan

pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral

pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban

ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut

pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah

berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan

bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban

jangka pendek.
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2.3.2. Ekuitas SAL.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL

mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan,

Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi

Perubahan SAL,Surplus /Defisit - LRA.

2.3.1. Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh

Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,

selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2.3 Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

2.2.5. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait

dengan kewajiban, harus diungkapkan jumlah saldo kewajiban jangka pendek

dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2.2.4. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah

daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur

berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utangjangka panjang

pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar

pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak

perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal

pinjaman dari World Bank.
2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas

utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari

(original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium

yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa

sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas

utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan

bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu,

jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan

berkurang selama periode penjualan hinggajatuh tempo.
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2.5 Pendapatan-LO
2.5.1. DefinisiPertdapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan

2.4.3. PenyajianLRA
Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah.
Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing,
maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal
transaksi.

2.3.3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal

account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening

Koran PPKD.

2.4 Pendapatan-LRA

2.4.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

2) Diterima oleh SKPD; atau

3). Diterimaentitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2.4.2. Pengukuran Pendapatan-LRA
a) Akuntansi Pendapatan-LRAdilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelahdikompensasikandenganpengeluaran).

b) Pendapatan-LRAdiukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang
masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas
bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan
dengan belanja yang dikeluarkanuntuk memperolehpendapatan tersebut.

c) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRAbruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan.

d) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari
pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari
pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari
transaksi yang perputarannya cepat, volumetransaksi banyak dan jangka
waktunya singkat.
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2.5.2.1.1.1. PADMelaluiPenetapan
PADyang masuk ke dalam kategoriini adalah Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan
pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas
pendapatan terkait.

pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah,

baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar

biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah derah. Pendapatan

LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange

transactions) dan transaksi non-pertukaran (non- exchange transactions).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi

yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang

atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non

pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah tanpa

kewajiban pemerintah daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik

kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada)

pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di

luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alamo

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi

pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO

untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKDmeliputi Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta

Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPDmeliputi

Pendapatan Asli Daerah.

2.5.2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan -LOdiakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)maupun masih
berupa piutang (realizable).

2.5.2.1. Pengakuan Pendapatan-LOpada PPKD

2.5.2.1.1.PendapatanAsliDaerah
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang
Undangan.Pendapatan tersebut dapat dikelompokkanke dalam tiga kategori,
yaitu PADMelalui Penetapan, PADTanpa Penetapan, dan PADdari Hasil
EksekusiJaminan.
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2.5.2.1.1.3. PADdari HasilEksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak

menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKDakan mengeksekusi
uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai
pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen
eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2.5.2.1.2. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenaijumlah dana

transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian
ketetapan pemerintah pusat belum dapat dijadikan dasar pengakuan
pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada
persyaratan -persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi
tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan
dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun
demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya
peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

2.5.2.1.3. Lain-LainPendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam

kategori pendapatan sebelumnya. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah
pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badarr/Lembaga/Organieasi Swasta
Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah
Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar
pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk
realisasi pendapatan hibah tersebut.

2.5.2.1.4. Pendapatan NonOperasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan

Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara

2.5.2.1.1.2. PADTanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa

Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar

Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan

Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan, Pendapatan dari Angsurarr/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari
Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RekeningKas
UmumDaerah.



56 \fKebijakan Akuntansi Berbasis Akrual- Perubahan Kedua

2.6 Belanja

LRAdisusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas,

sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk

melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual

accounting cycle).

2.5.3. Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang

diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan

tersebut diukur dengan nilai wajar.

b) Pendapatan -LO dari transaksi pertukaran diukur dengan

menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun

menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat

barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas

pemerintah/pemerintah daerah lainnya dengan harga tertentu yang dapat

diukur secara andal.

2.5.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli

Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak

terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD

yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan. Pengakuan pendapatan dibagi menjadi tiga,

yaitu:

1) Pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPDaerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran

oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui

ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas

pendapatan terkait.

2) Pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh

wajib pajak {self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh

wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya,

dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah

sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa

Surat Ketetapan (SK)atas pendapatan terkait.

3) Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk

memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan

retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
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BebanOperasi- LO
SKPDBeban Pegawai

Beban dan belanja diklasifikasimenurut:
1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban

pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/ amortisasi, beban
transfer, dan beban tak terduga.

2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan
pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi
ekonomi meliputi belanja pegawai,belanja barang, belanja modal,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan
belanja tak terduga.

3) Klasifikasibeban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah
daerah, belanja sekretariat DPRD,belanja sekretariat daerah, belanja
dinas pemerintah daerah dan lembagateknis pemerintah daerah.
Pada Laporan Operasional (LO)beban hanya diklasifikasikan menurut

klasifikasi ekonomi,yang pada prinsipnya mengelompokkanberdasarkan jenis
beban. Klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban sebagai
berikut:

Merupakanunsur
pembentuk
LaporanOperasional(LO)

Diukur dan diakui dengan
basis akuntansi kas

a.

Merupakanunsur pembentuk
LaporanRealisasiAnggaran(LRA)

Diukur dan diakui
dengan basis akuntansi
akrual

b

Belanja berbeda dengan beban, beban adalah penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah .

Perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:
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PPKDBunga
SKPDBelanjaBarang
SKPDBelanjaPegawai

BelanjaOperasi

Klasifikasi belanja dalam LRA berpedoman pada PSAP Nomor 02
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja
sebagai berikut:

Belanja modal
Belanja barang dan jasa
Belanja pegawai
Belanja Langsung
Belanja Tidak Terduga

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
ten Kota

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaterr/
Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja bantuan sosial
Belanja hibah
Belanja subsidi
Belanja bunga
Belanja pegawai
Belanja Tidak Langsung

Klasifikasi belanja dalam APBD mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 13Tahun 2006:

:<K~:KAN :(i " .•... ' KEWENANGAN
;:'}';~,~{<;",. ,...•......': i'li];;,,:,' ..

~. - -~.', "'r'· ~~. .' -. '. ,--;~-... ,

1J~ uGt.H Barang dan Jasa I SKPD
I

Beban Bunga i PPKD
I

Beban Subsidi i PPKD
Beban Hibah I PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial : PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi I SKPDI
Beban Penyisihan Piutang I SKPD

!
Beban Lain-Lain SKPD

Beban Transfer
Beban Transfer BagiHasil Pajak Daerah t PPKD

I

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan i PPKD
T • I

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD
Pemerintah

i

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD
!

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya I PPKD
!

Beban Transfer Dana OtonomiKhusus ! PPKD
!

DefisitNonOperasional I PPKD
Beban Luar Biasa

I
PPKD
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2.6.1.1. Pengakuan Beban pada PPKD
2.6.1.1.1.Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya
biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah
daerah seperti biaya commitmentfeedan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga
Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomiatau potensijasa.

3) Terjadinyapenurunan manfaat ekonomiatau potensijasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi

pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan Zberlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau
amortisasi.

2) Terjadinyakonsumsi aset
Terjadinyakonsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain

yang tidak didahului timbulnya kewajiban darr/ atau konsumsi aset nonkas
dalamkegiatan operasionalpemerintah.

2.6.1. Pengakuan
Beban diakui pada saat:

1) Timbulnyakewajiban
Saat timbulnya kewajibanadalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak

lain ke pemerintah tanpa diikuti keluamya kas dari kas umum daerah.
Contohnyatagihan rekening telepon dan rekening listrik.

*) Hibah dan bantuan social berupa uang merupakan
kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan
sosial berupa barang merupakan kewenanganSKPD.

: i:;~, '< ',.,1: ,,;;F( »' ••,;1/, ..•...•••...': u! '. TT_'~·:~·; :~·.;l~~·· L:~':':;· .".i' ,'>
.'ii,·' "':"" :c··,••" ""', -t' ..« " -:'. ." ;' ••.: •• ,"-' >!' "i,••,:,,·:",,·:(., .... ';

Subsidi PPKD
Hibah (Uang,barangdanJasa)*) PPKD/SKPD
BantuanSosial (uangdanbarang)*) PPKD/SKPD

BelanjaModal
BelanjaTanah SKPD
BelanjaPeralatandanMesin SKPD
BelanjaGedungdanBangunan SKPD
BelanjaJalan, Irigasi, danJaringan SKPD
BelanjaAsettetaplainnya SKPD
BelanjaAsetLainnya SKPD

BelanjaTakTerduga
BelanjaTakTerduga PPKD
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2.6~1.1.6. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya

kewajiban penierintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus

2.6.1.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

2.6.1.1.4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam

bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan

penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum

dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran

bantuan sosial.

2.6.1.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang,

barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib

dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan

penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban terse but belum dapat

ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas

persyaratan penyaluran hibah.

untukdaerahsubsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah

memberikan subsidi telah timbul.

2.6.1.1.2. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaarr/Iembaga tertentu agar harga

jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban

dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui

sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal

pelaporan.
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2.6.2. Mekanisme Pencairan Kas Akhir Tahun yang di akui sebagai belanja dan
beban pemerintah daerah.

Pekerjaan yang benar- benar selesai dan tidak dapat terbayar akan

menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah, dan dapat menurunkan

kredibilitas pemerintah daerah. Pada Bulan Desember, penyerapan anggaran

2.6.1.2.2. Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan

barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk

pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah

atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui

ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima

ditandatangani. . Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang

persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk

seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan

definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di

SKPDdan PPKD.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

c) Badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2.6.1.2. Pengakuan Beban Pada SKPD

2.6.1.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara,

pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme

UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti

beban gaji dan tunjangan .

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU/LS

diakui saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah [jika terdapat dokumen

yang memadai/SPJ).

dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang

berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
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yang dilakukan pemerintah daerah sering terjadi penumpukan. Pelaksanaan

proyek-proyek yang dilakukan di SKPD sangat banyak dilakukan. Mekanisme

pencairan kas 100% dari nilai kontrak pada akhir tahun yang di akui sebagai

belanja, beban dan pembayaran dimuka pemerintah daerah adalah:

2.6.2.1. Transfer ke rekening penampungan

Pengeluaran kas daerah dilakukan tanpa/ dengan proses SP2D atas

pekerjaan yang telah 100% dikerjakan dibuktikan dengan berita aeara serah

terima barang atau provisional hand over (PHO), dana tersebut dikirim ke

rekening tampungan. Setelah melalui proses persetujuan BUD atau bank, lebih

lanjut dana akan di transfer ke rekening pihak ketiga/rekanan. Rekening

tampungan ini dikuasai sepenuhnya oleh bank, artinya BUD tidak memiliki

akses pada rekening ini. Namun melalui "kerja sama" antara Pemda dengan

Bank, rekening ini merupakan rekening yang dapat menampung dana kas

daerah sebelum di lanjutkan ke rekening pihak ketiga/rekanan,

Rekening ini digunakan untuk penampungarr/perantara sementara saat

dilakukan transfer dari kas daerah ke rekening tujuannya. Penggunaan normal

rekening ini untuk menampung nilai transaksi yang tidak dapat langsung

masuk ke rekening tujuan karena kliring pada bank lain (selain Bank Kasda)

adanya kesalahan keeil pada penulisan rekening tujuan , sehingga

membutuhkan konfirmasi ulang. Namun tidak perlu dilakukan pembuatan

SP2D ulang. rekening ini penggunaannya diatur dalam peraturan intern bank,

yang mensyaratkan rekening harus bersaldo nihil setiap harf /beberapa hari
kemudian sesuai ketentuan bank dan tidak ada bunga bank atas uang pada
rekening tersebut.

Pendebetan rekening KasDaerah dilakukan melalui 2 cara yaitu:
a) "daftar pembayaran" dari SKPDyang belum dibuatkan SP2Doleh BUD.Pada

akhir tahun, Bendahara pengeluaran SKPDmengetahui pengguna anggaran
membuat "Daftar Pembayaran" dan kemudian menyerahkannya kepada
BUD. Selanjutnya, langsung dibuat Berita Aeara Pengeluaran Kas antara
BUD dan pihak Bank untuk dilakukan pendebetan rekening Kas Umum
Daerah. Pengeluaran kas daerah dicairkan tanpa melalui mekanisme SP2D
dan didebet pada kas umum daerah untuk masuk ke rekening tampungan
Bank. Transfer selanjutnya dari rekening penampungan ke rekening pihak
ketiga dilakukan setelah SP2D "riil" diterbitkan oleh BUD setelah akhir
tahun. SP2D "riil" yang dibuat bulan Januari-Maret tahun berikutnya,
setelah kelengkapan dokumen yang menjadi syarat penerbitan SP2D
diterima. Peneantuman tanggal SP2D"tentunya" tidak melewatiakhir tahun.
Berita aeara pengeluaran kas merupakan dokumen legal yang dapat
diterima setiap pihak.
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2.6.3. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode

pelaporan.

2.6.2.2. Jaminan Bank Garansi

Surety Bond atau Jaminan Bank Garansi adalah produk asuransi umum

yang berfungsi sebagai solusi untuk pemindahan resiko kerugian yang mungkin

dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian Zkontrak akibat wanprestasi.

.Jaminan bank garansi merupakan jaminan pembayaran SP2D akhir tahun

terhadap pekerjaan yang belum selesai per 31 desember namun sanggup

menyelesaikan pada batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

kontrak/ adendum kontrak.

Ada tiga pihak yang terlibat, pertama pihak penerima jaminan

(obligee./kreditur], . pihak yang dijamin (principal/debitur) dan pihak

penjaminy surety. Obligee adalah perusahaan pemberi kerja sedangkan principal

adalah kontraktor pelaksana.

Surety Bond atau Jaminan Bank Garansi dibutuhkan di dalam

perjanjian/kontrak kerja antara pemilik proyek dengan pelaksana atau

kontraktor. Dimana pemilik ingin memastikan bahwa kontraktor dapat

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak. Sebagai pengikat, pemberi

kerja meminta jaminan finansial kepada kontraktor dalam bentuk uang tunai

atau aset milik kontraktor sebesar nilai yang sudah disepakati.

Untuk meringankan beban kontraktor, perusahaan asuransi bersedia

membantu dengan cara menerbitkan jaminan berupa Surety Bond. Jika

. kemudian kontraktor wanprestasi, jaminan akan dicairkan oleh obligee/kreditur

sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati.

Penilaian, pencatatan dan pengakuan J aminan bank garansi adalah

sebagai berikut:

1. 100% dari kas daerah yang didebet per 31 desember diakui sebagai

realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

2. Konstruksi dalam pengerjaan sebesar realisasi fisik pekerjaan per 31

desember pada neraca (akhir tahun anggaran).

3. Pembayaran dimuka sebesar porsentasi fisik yang masih dilanjutkan

setelah 31 desember (setelah tahun anggaran).

b) SP2D yang telah di terbitkan akhir tahun anggaran dan telah ditandatangani

oleh BUD namun belum dicairkan karen a kelalaian. Maka pada tahun

berikutnya dilakukan pembayaran oleh BUD atas SP2D tersebut.

Penialian, pencatatan dan pengakuan transfer pada rekening

penampungan adalah 100% dari .kas daerah yang didebet yang diakui sebagai

. belanja pada laporan realisasi anggaran, beban pada laporan operaional atau

aset pada neraca.
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lain:

a) rincian belanja per SKPD.

b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka.

c) Informasi lainnya yang dianggap perIu.

2.7 Transfer

Transfer dapat di definisikan sebagai berikut:

(1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

(2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,

misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

2.6.6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan terkait dengan beban adalah:

1) Rincian beban per SKPD.

2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka.

3) Informasi lainnya yang dianggap perIu.

Hal-hal yang perIu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara

2.6.5. Penyajian

Penyajian beban dan belanja mengacu pada format Peraturan Menteri

Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013.

2.6.4. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode

pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi

ekonomi (line item).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi

anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang

digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur

dengan nilai wajar.

b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan

menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun

yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk

harga.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari

Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan azas bruto.
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(3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta

Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan

diklasifikasikan antara lain:

(a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

(b) Transfer Pemerintah Provinsi.

(c) Transfer jBagi hasil ke Desa.

(d) TransferjBantuan Keuangan.

2.7.1. Pengakuan

1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMKjPeraturan

Menteri KeuanganjPeraturan Presiden maka timbul adanya hak

daerah terhadap transfer masuk.

2) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan

kepala daerahjperaturan kepala daerah maka timbul adanya

kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

2.7.2. Pengukuran

a) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang

diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

b) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas

yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

2.7.3. Penilaian

Trasnfer masuk dinilai sebagai berikut:

1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas brute, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto , dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelahdikompensasikandenganpengeluaran).

2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur

dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi

selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai

dengan klasifikasi ekonomi (line item).

2.7.4. Penyajian

Transfer di sajikan dengan mengacu format Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor 64 Tahun 2013.

2.7.5. Pengungkapan

a) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
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(1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun

pelaporan yang bersangku tan terjadi hal-hal yang bersifat

khusus;
(3) informasi lainnya yang dianggap perIu.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

(1) transfer keluar harus dirinci;

(2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam

laporan keuangan lembar muka;

(3) informasi lainnya yang dianggap perIu.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara

lain:

(1) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(2) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk

dan transfer keluar;

(3) informasi lainnya yang diangggap perIu.

2.8 Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan

hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan

untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Klasifikasi pembiayaan adalah sebagai beriku t:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening

Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak

ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
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2.9 Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akurr/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan

yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun Zposyang secara

signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan

keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi

kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam

suatu akunj'pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas

LaporanKeuangan.

Beberapa penyebab terjadinya kesalahan antara lain karena

keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,

kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan

lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan

itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan.

2.8.4. Pengungkapan

Pada Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan hal-hal sebagai

berikut:

a) penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b) penjelasan landasan hukum berkenaan dengan

penerimaan / pemberian pinjaman , pembentukan / pencairan dana

cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal

Pemerintah Daerah;

c) informasi lainnya yang diangggap perlu.

2.8.2. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang

kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada

tanggal transaksipembiayaan.

2.8.3. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah

daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

2.8.1. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.
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2.9.1. Klasifikasi koreksi kesalahan

2.9.1.1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang meru pakan kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali. Dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1)Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2.9.1.2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah

(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi

secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang juga terjadi pada proses penatausahaan (input bukti

belanja, bukti pajak, SPJ, SPP yang berakibat kesalahan pada SPM dan SP2D)

oleh entitas akuntansi. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun

beban. Pemerintah daerah kabupaten lombok yang telah menggunakan

aplikasi dalam pengelolaan keuangan maka koreksi kesalahan dilakkukan

sebagai berikut:

a) Koreksi pendapatan dengan jurnal koreksi.

b) Koreksi belanja berupa pengembalian belanja dengan jurnal koreksi.

c) Koreksi kesalahan input bukti belanja (salah input kode proram kegiatan

atau kode belanja) yang mengakibatkan kesalahan pada SPJ, SPP, SPM

dan SP2D, dengan merubah langsung pada database aplikasi karen a

kesalahan tersebut mempengaruhi berkurangnya anggaran yang

mengakibatkan terhambatnya pencairan anggaran beriku tnya pada akun

yang bersangkutan. Apabila tidak mempegaruhi pencairan anggaran SPJ

beriku tnya maka koreksi kesalahan dengan jurnal koreksi.

d) Koreksi dokumen yang telah terbit dan telah disyahkan dilakukan dengan

2 cara yaitu:

a. Dengan surat permohonan koreksi kesalahan dan atau telaahan

staf pada PPKD/BUD atau Cq. bidang yang bertugas

mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah daerah tanpa

koreksi pada dokumen yang telah terbit.

b. Dengan mengkoreksi dokumen yang telah terbit, dicoret dan

diparaf bendahara pengeluaran dan atau PPKSKPD.
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yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan

(Perda/ Perkada Pertanggungjawaban) , dilakukan dengan

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada

akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

kas dan akun ekuitas.

Contoh Kasus : pengembalian pendapatan dana alokasi umum
karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

belanja (sehingga

yang tidak berulang

Koreksi kesalahan atas pengeluaran

mengakibatkan penerimaan kembali belanja)

2.9.2. Perlakuan Koreksi Kesalahan

2.9.2.1. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang

tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangku tan

dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja,

pendapatan LO,maupun beban.

Contoh Kasus: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada

tahun yang bersangku tan kepada pemerintah pusat

karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah

pusat.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang

terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode

tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya

dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya

memiliki perlakuan yang berbeda.

1)Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan

dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun

pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau

akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
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2.9.2.2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sisternik adalah kesalahan yang disebabkan sifat

alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan

terjadi secara berulang.

Contoh kasus: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi

sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran

dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada

saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan

dengan merigurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang

bersangku tan.


